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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR £/ TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan dan penyelenggaraan fata kelola
pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis,
transparan, akuntabel, efektif dan eflisien, perlu
didukung dengan perencanaan pembangunan daerah
vang merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi
dengan perencanaan pembangunan daerak;

bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayal (2] Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor & Talun 2008 tenlang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah, Tatacara
penyusunan RPJP Daerah, RPJM Dacrah, Renstra
SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan
Musrenbang dilelapkan dengan Peraturan Dacrah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat [I Lampung Timur
dan Kotamadya Daerah Tingkat [I Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3B25);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20032 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keusngan Antara Pemerinlah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Recpublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4138);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemhentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoar 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negaru
Republik Indonesia Nomor 4815);
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Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraluran Menteri Dalam Ncgeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksannan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penvusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Fencana Pembangunan Daerah;

Peraluran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana  Kerja
Pembangunan Dacrah Tahun 2015;

Peraturan Duaerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008
lentang  Urusan Pemcrintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun
2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Menetapkan

Dan
WALIKOTA METRO
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalamn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Lampung

2. Dracrah adalah Kota Metru.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
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Walikota adalah Walikota Kota Metro.

Pemerintah Dacrah adalah Walikota dun perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pernerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggarasn urusan pemerintahan oleh
Pemerintah  Daerah dan DPRD memuat asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonormi seluas-luasnya dalarn sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indoncsia sehagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dewan Perwakilan Ralyat Daerah yang selanjutnya dischbut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyatl Daerah Kota Metro.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah vang dipimpin olch camat.

Suluan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkal SKPD adalah
SKPD di Kota Mctro.

-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah vang seclanjutnya disingkat

dengan Bappeda adalah Bappeda Kota Metro.

-Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung

mendapatkan manfaat atau dampak dari percncanaan dan pelaksanasn
pembangunan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan sumber daya yvang dimiliki
untuk peningkatan kesejahlersan masyarakat vang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesepakatan kerja, lapangan berusgha, akscs terhadap
pengambilan  kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan Indcks
Pemmbangunan Manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu Proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber data yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu Lertentu.

Rencana Pembungunan Jangka Paujang Daerah selanjulnya disingkat
RPJFPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 {dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjuinya disingkat
RPJMD adalah dokumen untuk periode 5 (Lima) Tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Dacrah yang dalam hal ini disingkat RKPD
adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dischut
Juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD).

Rencana Strategis SKPD yang sclanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

-Rencania Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama olch pemerintah daerah dan DPRD dan ditctapkan
dengan Peraturan Daecrah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkal KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya unfuk periade 1 {satu) tahmr.
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Prioritas dan Plafon Anggaran Scmentara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD schelum disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serts rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD,

.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan

kegiatan yung diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Kerangka Regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh
pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai
sasaran hasil pembangunan, schagali bagian integral dari UpHyA
pembangunan dacrah secara utuh.

Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun

jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan
daerah.

Kerangka Pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk
mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari
anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upayva
pembangunan daerah secara utuh.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upayva-upaya vang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Slrategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan mini,

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil olch Iemerintah Daerah
untuk mencapai tujuan.

.Program adalah bentuk instrumen kebijakan vang berisi satu atau lebih

kegiatan vyang dilaksanakan olch SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tWjuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdin darl sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau komhinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (outpui) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Priorilas adalah kegiatan yang ditcltapkan untuk mencapai secars
langsung sasaran program prioritas.

.Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun

berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan
kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan
kepiatan.
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Bersilat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber
daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak vang tercantum di
dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai
dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara lcuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, basil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suati program atau
kegiatan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar vang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperolch sctiap warga secara minimal,
Sasaran adalah targel atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan,

Keluaran (output] adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan,
yvang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan

.Hasil {outcome) adalah segala sesualu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang sclanjutnya disingkat

Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana peimbangunan daerah.

Koordinasi adalah kegiatan yang melipuli pengaturan hubungan kerjasama
dari beberapa instansi yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling
berhubungan.

Forum B5KPD adalah gabungan beberapa SKPD berdasarkan tingkat

urgensi, efisiensi dan efektifitas terhadap penyelenggaraan Rencana Kerja
SKPD.

-Rencana Tata Ruang Wilayah Kola Metro yang selanjutnya disingkat RTRW

adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi
dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang dan pola ruang wilayah.

BARB It
MAEKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

(2)

(3)

meayusui, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan
pembangunan daerah.,

Kigtem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan
dalam Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistern Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
a. Mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan duaerah yang
berkeadilan dan terstrukiur:

b_Menjamin konsistensi penyusunan rencansa, penganggaran,
pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah:
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c. Meningkalkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah;

d.Mcningkatkan  peran  scrtamasyarakat dalam = perencanaan
pembangunan; dan

e. Meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakal dalam
perencanaan pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
AT pembangunan daerah terdiri atas :

a. RP.JPD;

b. RPJMD;

¢. Renstra SKPD;

d. RKPD;

e, Renja SKPIY;

f. Renja dan Renstra Kecamatan; dan

g. Renja dan Renstra Kelurahan /Kehirahan.

Bagian Kedua

Prinsip
Pasgal 4

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional.

{2} Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan
masing-masing.

(3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan daerah.

(4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi vang dimiliki sesuai dinamika perkembangan Dacrah dan Nasional.

Pasal 5

Perencanaan Pcmbangunan Dacrah dirumuskan sccara -
Transparan;

Responsif;

Efisien;

Efektif;

Akuntabel,;

o poop
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Partisipatif;

. Teraloar;

. Berkeadilan: dan
Berwawasan lingkungan.

= i - B

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan
pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan melalul sumber dana APBD
Kota, APBD Provinsi, APBN dan/atau dari sumber lain yang sah.

Bagian Ketiga
Pendekatan

Pasal 7

(1} Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:
a. Teknokratis;
b. Partisipatif;,
c. Politis;
d. Top down; dan
e. Bottom up.

(2) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurut a, menggunakan metoda dan
kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.

(3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepenlingan.
(4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,
merupakan hasil :
a. Penjabaran visi, misi, dan program Walikota meliputi tujuan, strategi,
kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
b. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan,
sinkronisas) dan sinergl pencapaian sasaran pembangunan nasional
i dan pembangunan daerah; dan
<. Pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk
penetapan  produk hukum yang mengikat semua pemangku
kepentingan.
(5) Top down scbagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, direncanakan oleh
Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh masyaralkat.

(6) Bullum up sebagaimana dimaksud Pasal 7 huru! e, direncuanakan
berdasarkan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai
fasilitator.

Bagian Keempat
Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan,
Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 8

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang
dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun
berdasarkan:
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a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka encogah  serla
pecrencanaan dan penganggaran terpadu;

b. Kcrangka pendanaan dan pagu indikatif: dan

¢. Urusan wajib yang mengacu pada SPM scsuai dengan kondisi nyata
daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi
tanggungjawab SKPD.

Pasal 9

(1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf b,
diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.

(2) Papgu indikatlf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 haraf b, digunakan
untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

(3} Sumnber pendansan pembangunan daerah terdirl dari AFBD Kota, AFBD
Provinsi, APBN dan sumber-sumber lain yang sah.

(1)

(2]

(3)

Hagian Kelima
Data dan Informasi

Pasal 10

Penvusunan Rencana Pembangunan Daerah mengpgunakan data dan
informasi perencanaan pembangunan serta rencana tata ruang.

Diata dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1), meliputi :
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah;

Walikota, DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Dacrah;
Kecuangan dacrah;

Potensi sumber daya daerah;

Produk hukum daerah;

Kependudukan;

Informasi dasar kewilayahan; dan

Informasi lain terkait dengan penvelenggaraan Pemerintahan Daerah.

S0 a0 TB

[

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2], selanjutnya
dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis dan
demografis, aspek kesejahieraan masyarakat, aspek pelayanan umum
dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta
analisis secara sistematis dalam rangka PenyuSUnEAT  TCTICATIA
pembangunan daerah.

BAB IV
TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

(1) Rencana Pembangunan. Daerah disusun dengan tahapan :

Penyusunan rancangan awal;
Penyusunan rancangan;
Pelaksanaan Musrenbang;
Penyusunan rancangan akhir; dan
Penetapan rencana.

RN
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(2) Dalam penyusunan rencana pembangunan dacrah sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) dengan melibatkan DPRN untuk memberikan saran darn

masukan sesuai tugas dan lungsi DPRED.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umunm

Pasal 12

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat visi, misi
dan arah pembangunan daerah.

[2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurul a mengacu kepada
RPJPD Nasional, RPJPD Provinsi dan Rencana Tala Ruang Daerah dan
memperhatikan RPJPD dan RTRW Kota/Kota lainnya yang berbatasan
dengan daerah.

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan
sebagai acuan penyusunan RRIMD.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJPD

Pasal 13
(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.

(2) RRJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
Persiapan penyusunan RPJIPD;

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD;

. Perumusan Rarncangan Akhir RPJPD; dan
Penetapan RPJPD.

SR B

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJFPD

Pasal 14

Persiapan penyusunan RPJPD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
hurul a, melipuati :

a. Pembentukan tim dengan Surat Keputusan Walikots;

b. Oricntasi RPJPD;

¢. Penyusunan agenda kerja tim; dan

d. Penviapan daia dan informasi perencanaan pembangunan dacrah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 15

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi,
karakteristik dan poitensi daerah dengan mengacu pada RPJPN, RPJPD
Provinsi, RTRW Provinsit dan RTRW Kota dan RTRW Kota/Kota lainnya
vang berbatasan dengan daerah.
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(2) Rancangan awal RPJPD dengan sislemslika sebagai berikut
Pendahuluan;

Gambaran umum kondisi dacrah;

Analisis isu-isu srategis;

Visi dan misi daerah;

Arah kebijakan; dan

Kaidah pelaksanaan.

e R

Pasal 16

(1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD
dan dikonsultasikan dengan publik.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh
masukan penyempurnaan rancangan awal.

(3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2), kepada Walikota dalam rangka
memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragrafl 3
Pelaksanaan Musrenbang
Pasal 17
(1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

(2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan,
klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.

{3} Marasumber yang diundang dalam Musrenbang RPJPD meliputi Pimpinan
DPRD dan angegnta DPRD, pejabhat darn Pemerintah Provinsi, dan
Kementerian/Lembaga tingkat pusat, praktisi, akademisi, perusahaan,
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

Pasal 18

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepalkatan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan vang
menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
Pasal 19

{1) Hasil Musrenhang RPJPD schagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi
bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir REJPD.

2} Hancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang herlaku
beralkhir.

Pasal 20

(1) Walikota mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Gubernur
dengan menyampaikan surat permohonan konsultasi.
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(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

(53

Surat permohonan konsultasi scbagaimana dimaksud pada ayal (1)

menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsuliasikan dan

disertai dengan lampiran sebagai berikut :

a. Rancangan skhir RPJPD ;

b. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan

¢. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan
janglza panjang daerah.

Paragraf 5
Penetapan RPJPD

Pasal 21

Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah lentang RPJPD
kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6
{enam) bulan sebelum berakhirnya REJPD.

Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran Rancangan Akhir RRJPD
yvang telah dikonsultasikan dengan Gubermur dengan dilengkapi :

a. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan

b. Sural Gubermur perithal hasil konsullasi rancangan akhir RPJPD,

Pasal 22

Peraturan Dacrah tentang RPJPD Kopta disampaikan kepada Gubernur
paling lama 7 (lujul) harn selelah ditelapkan dengan tembusan kepada
Menteri Dalam Negeri.

Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Klarifikasi Gubernur scbagaimana dimaksud ayat (2) untuk memastikan
saran penyvempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjulti.
Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Walikota yang

menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah menindaklanjuti hasil konsultasi.

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasl sebagaimana
dimaksud pada ayat (4], Peraturan Daerzh tentang RPJPD dinyatakan
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 23

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman
penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Dacrah.

(1)

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGHKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

RPIJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurul b merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
vang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota terpilih.
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(2) RPJMD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman
pada RPJPD dan RTRW dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung,
RPJM Nasional, RPJMD dan RTRW Kola/kota lainnya yang berbatasan
dengan Daerah, kondisi lingkungan strategis daerah serta hasil evaluasi
terhadap Pelaksanaan RPJMD pcriode sebelumnya.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi
penyusunan Renstra-SKPD dan RKPD.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJMD

Pasal 25
(1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan
schagai berikut :
. Persiapan penyusunan RPJMD;
- Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
. Penyusunan Rancangan RP.IMT);
. Pelaksanaan Musrenbang RP.IMD;
. Perumusan Rancangan Akhir RP.JMD; dan
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

by I P B

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 26

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
buruf a, meliputi

a. Membentuk tim, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

b. Oricntasi RPJMD;

¢. Penyusunan agenda kerja tim; dan

d. Penyiapan data dan informasi percncanaan pembangunan dacrah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 27

(1) BAPPEDA menyusun Rancangan Awal RPJMD berdasarkan kondisi,
karakteristik dan potensi daerah dengan mengacu pada RPJPN, RPJPD
Provinsi Lampung dan berpedoman RTRW [Kota Metro serta
memperhatikan RPJPD dan RTRW Kota/kota Lainnya yang berbatasan
dengan Daerah.

(2) Rancangan Awal RPJMD memiliki sistematika paling sedikit sebagai
berikut :
a. Pendahuluan:
b. Gambaran umum kondisi daerah;
c. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
d. Analisis isu-isu strategis;
e, Visi, misi ljuan dan sasacan,
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f. Strategi dan arah kebijakan;
g. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;

h.Indikasi rencana program prioritas vang disertai kebutuhan pendanaan;
i. Penetapan indikator dacrah.

Pasal 28

(1) Rancangan Awal RPIMD wyang disusun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayal (1) dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para Kepala
SKPD dan dikonsultasikan kepada publik.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempercoleh
masukan penyempurnaan rancangan awal.

(3) Walikota mengajukan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan indikasl rencana program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Rancangan Awal
RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepalatan.

(4) Pengajuan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1), paling lama
10 {sepuluh) minggu sejak Walikota dan Wakil Walikota dilantik.

(5} Pembahasan dan kesepakatan terhadap Kebijekan Umum dan Program
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan scbagaimana dimaksud pada
ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Walikota.

(&) Hasil pembahasan dan kesepakatan sehagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Walikota
dan Ketua DPRD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pagal 29

(1) Bappeda menyampaikan Rancangan Awal RPJMD kepada para kepala
SKPD dengan Surat Edaran Walikota.

(2) Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta indikasi rencana program prioritas  vang disertai kebutuhan
pendanaan vang tclah discpakati Walikota dan DPRD menjadi acuan
Kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam Rancangan Renstra SKPD.

(3) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun
Rancangan Eenstra SKPD,

(4) Rancangan Renstra SKPD menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

(5) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun disampaikan Kepala SKPD
kepada Kepala Bappeda paling lama 14 (empat helas) hari kerja sejak Surat
Edaran Walikota diterima.

(6) Bappeda melakukan verilikasi terhadap Rancangan Renstra SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unluk menginlegrasikan dan
menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam :
a. Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing SKPD;
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b. Menycelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;

c. Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;

d. Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan dacrah;
dan

e. Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan.

{7) Rancangan Renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penvempurnaan
Rancangan Awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pas=al 30

(1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7),
disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

. Pendahuluan;

. Gambaran umum kondisi daerah;

. Gambaran pengelolaan keuangan daerah seria kerangka pendanaan;

.Analisis isu-isu srategis;

. Visi, misi, tujuan dan sasaran;
Strategi dan arch kebijakan;

. Kebijjakan umum dan program pembangunan daerah;

.Indikasi rencana program priorilas yang discriai kebutuhan pendanasar;
Penetapan indikator Kinerja daerah.

mothe LG oOR

[

(2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada
avat (1), kepada Walikota untuk mempercleh persetujuan dibahas dalam
Musrenbang RPJMD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 31

(1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan,
kiarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana
dimalesud dalam Pasal 30 ayat (2).

(2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda
dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan.

(3) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga
tingkat pusat dan Provinsi Lampung atau dari unsur lain terkait, dapat
diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 32

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh yvang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yvang
menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 33

(1} Perumusan rancangan akhir RPJIMD berdasarkan berita acara

kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32.
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(2) Rancangan akhir RP.JMD sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dibahas
oleh seluruh Kepala SKPD.

(3) Pembahasan schagainana dimaksud pada ayat (2], memastikan program
pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.

(4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-<4 [keempat) setelah
Walikota /Walkil Walikota terpilih dilantil.

Pasal 34

(1) Walikota mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Gubernur
dengan menyampaikan surat permchonan konsultasi.

(2) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjelaskan pokok-pokok substansi materi yvang dikonsultasikan dan
disertai dengan lampiran scbagai berikut :

a. Rancangan Akhir RPIMD;

b. Berila acara kesepakalan hasil Musrenbang RPJMD; dan

¢. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan  perencanaan
pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 6
Penctapan RPJMD

Pasgal 35

(1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD
kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama S
(lima) bulan setelah dilantilk.

(2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RIVMD scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang
telah dikonsultasikan dengan Gubernur besertia :

a. Berita acara kesepalkatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
- b. Surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.

(3) Peraturan Daerah tentang RPIMD ditetapkan paling lama & (enam) bulan.
setelah Walikola/ Wakil Walikola Lerpilih dilantik.

(4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling

lama 7 (tajuh) hari setelah ditctapkan dengan tembusan kepada Menteri
Dalam Negeri.

Pasal 36
(1} Gubernur melakukan klarifikasi Peraluran Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (4).
(2) Klarifikasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.

(3} Gubernur menyampaikan hasil  klarifikasi kepada Walikota yang

menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), telah dapal dilindaklanjuli.
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(4} Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJMD
diterima.

(5) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinvatakan
telah sesuail dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

RPJMD yang telah dilelapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman
penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai
mstrumen evaluasi penyelengearaan Pemerintahan Daerah.

BAB VII
RENCANA BTRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatn
Umum
Pasal 38
(1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurul ¢, memuat :
a. Visi;
b. Misi;
c. Tujuan;
d. Strategi;
¢. Kchyakan;
f. Program; dan
g. Kegiatan.

(2) Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingleat
SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesual dengan tugas,
pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD wang bersifat
indikatif.

Bagian Eedua
Penyusunan RENSTRA SKPD

Pasal 39
(1} SKPD menyusun Renstra SKPD.

(2) Renstra 3KPD sebagaiuana dimsaksud pada ayat (1), disusun dengan
tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan Rancangan Renstra SKPD,
b. Penyusunan Rancangan Akhir Rensira SKPD; dan
c. Penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 1
FPenyuosunan Rancangan Renstra SKEPD

Pasal 40

Penyusunan Rancangan Kenstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (2) huraf a, melaha tahapan sebagai berikut :
a. Perumusan Rancangan Renstra SKFPD; dan
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b.

(1)

Penyajian Rancangan Renstra SKPD.

Pasal 41

Perumusan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40 huruf a, mencakup :

Pengolahan data dan informasi;

Analisis gambaran pelayanan SKPD

Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;

Penelashan RTRW ;

Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis

(KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

Perumusan isu-isu strategis;

Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;

Perumusan sasaran pelavanan jangka menengah SKPD;

Mempelajari Surat Edaran Walikota perihal penyusunan Rancangan

Renstra SKPD bescria lampirannya vaitu rancangan awal RPJMD yang

memuat indikator keluaran program dan papgu per-SKPD;

j. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna
mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yvang menjadi tugas
dan fungsi SKPD;

k. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatit aclama 5 ([lima] tahun, termasuk
lokasi kegiatan;

I.  Perummusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD; dan

m. Pelaksanaan forum SKEPD.

=

®ao

Mot T

(2) Perumusan Rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak

terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tabap peramusan
Rancangan Awal RPIJMD.

Pasal 42

Penyajian Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat sebagal berkut:

o e g

(1

Pendahuluan;
Gambaran pelayvanan SKPD;
Isu-isu strategic berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

. Visi, mini, tujuan dan sasaran, strategl dan kebijakan;

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikaltil; dan
Indikator kinerja SKPD vang mengacu pada tujuan dan sasaran RPIJMD.

Pasal 43

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 avat (2) berpecdoman pada sural edaran Walikota.

(2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh

(3)

umt kerja di lingkungan SKPD uvnluk dibahas bersama dengan pemangku
kepentingan scsual dengan kebutuhan dalam forum SKPD.

Pembahasan dengan pemangku kepentingan scbagaimana dimaksud pada
ayat (2}, bertujuan untuk memperolch masukan dalam rangka penajaman
pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.
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(1)

2

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 44

Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), kepada Kcpala Bappeda,
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Walikota
diterima.

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi lerhadap Rancangan Renstra
SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjad
rancangan RPJMD.

Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu di sempurnakan,
hasil penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD disampaikan kembali oleh
Kepala SKP'D kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari Kerja sejak
verifikasi dilakukan

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 45

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan
Rancangan Renstra SKPD, vang berpcdoman pada RPJMD yang tclah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
a2

Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD diverifikasi akhir olch Bappeda.

Paragraf 4
Penetapan Renstra SEPD

Pasal 46

Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (1), disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk
memperoleh pengesahan dari Walikota.

Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan kepulusan Walikota,
paling lama 1 (satu) bulan setelah Pcraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan.

Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari
setelah Renstra SKPD disahkan oleh Walikota.

BAB VIIL
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatn
Umum

Pasal 47

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan mengacu
kepada RKPD Provinsi dan RKP.
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{2] RKPD sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dipcrgunakan scbagai acuan
Penyusunan Renja-SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA -
PPAS dan RAPBED.

Bagian Kedua
Penyusunan RKPD

Pasal 48
(1) Bappcda menyusun Rancangan Awal RKPD.

(?) RKPD} sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan
sebagai berikut :
a. Persiapan penyusunan RKPD;
b. Penyvusunan Rancangan Awal RKPD;
¢. Penyusunan rancangan RKPD
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
¢. Perumusarn Rancangan Akhir RKPD; dan
[. Penetapan RKPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 49

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2]
harof a, melipati @

Pembentiukan tim;

Orientasi RKPD;

Penyusunan agenda kerja tim;

Penyiapan dala dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan

Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan
Walikola.

T o0 TR

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 50

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (2) huruf b, terdini atas -

a. Perumusan Rancangan Awal REPD: dan

b. Penyajian Rancangan Awal RKPD.

Pasal 51
(1) Perumusan Rancangan Awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

Livnul @, e lipuli :

a. Pengolahan data dan informasi;

b. Analisis gambaran urmnum kondisi daerah;

c. Analisis ekonomi dan kcuangan daerah;

d. Evaluasi kinerja tahun laha;

€. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;

f. Aspirasi masyarakat melalui DPRD yang selaras dengan Visi dan Misi
Pemerintah serta yang dibutuhkan masyarakat:
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g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;

h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi daecrah dan kebijakan
keuangan dacrah;

1. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu
indikatif;

1. Perumusan program prioritas beseria pagu indikatif

k. Pelaksanaan forum konsultasi pubhk; dan

1. Penyelarasan rcncana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 52

Penyajian Rancangan Awal RKPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huarut b, dengan sistermnatika sebagal benkut :

a. DPendahuluan;

b. Ewvaluasi pelaksanaan RKPD tahun lahi;

¢. Rancanguan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

d. Prioritas dan sasaran pembanpgunan; dan

¢. KHencana program prioritas daerah.

Pasal 53

(1) Rancangan Awal REKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,
dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan
dikonsultasikan dengan publik.

{(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 54

(1) Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Walikota kepada kepala SKPD
perihal penyampaian rancangan awal REKPD yang sudah dibahas dalam

forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja
SKFD.

(2) Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada avat (1) memuat
agenda penyusunan REKPD, pclaksanaan forum SKPD dan Musrcnbang
RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian Rancangan Renja SKPD
kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3
Fenyusunan Rancangan REPD

Pasal 55

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnasn Rancangan
Awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.

Pasal 56

(1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD
berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1), mengintegrasikan
program, kegiatan, indikator kinerja dan Jana indikatif pada setiap
rancangan Renja SKPD sesuail dengan rencana program priarifas pada
rancangan awal REKPD.
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(3) Apabila dalam verifikasi sebagaimuna dimaksud pada ayat (2), ditemukan
hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja
SKPD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda paling lama 7 {tujuh)
hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 57

(1} Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, disajikan
dengan sistematika sebagai berikut :
a. Pendahuluan;
b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
¢. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
d. Prioritas dan sasaran pembangunan; dan
e. Rencana program dan kcgiatan prioritas daerah.

(2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam
Musrenbang RKPD.

Pasal 58

Penyusunan rancangan RKPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1),
diselesaikan paling lama mingpu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 59

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat
{2) terdiri dari -

a. Pclaksanaan Musrcnbang Kelurahan;

b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan

c. Pelaksanaan Musrenbang Kota.

Pasal 60

(1) Kepala Kelurahan /Lurah hertanggungjawab menyelengoarakan
Musrenbang Kelurahan.

(2) Musrcnbang Kelurahan dilaksanakan melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan tingkat Kclurahan yang meclibatkan para
pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan, antara lain:

Lurah/Kepala Kelurahan ;

Ketua/Anggota BPD;

Lembaga Pengembangan masyarakal Kelurahan (LPMD);

Organisasl percmpuan;

Ketiia RT:

Organisasl Kepemudaan,

Tokoh masyarakat;

Organisasi Keagamaan,;

Lembaga Swadaya masyarakat; dan

Keterwakilan perusahaan di wilayah Kelurahan.

Srpmee e T

{3} Musrenbang Keluranhan diselenggarakan untuk merumuskan program
pembangunan Kelurahan berdasarkan masukan dari narasumber dan
peserta yang menggambarkan permasalahan nyala dan mendesak yang
sedang dihadapi Kelurahan.
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(%)

(9)

(6]

(1)
(2)

(3)

{4)

(3)

&)

(7}

Narasumber yang hadir dalam Musrenbang Kelurahan meliputi :

a. Bapemas;

b.Bappeda;

c. Perwakilan SKPD;

d.Kepala UPTD SKPD;

¢. Angoota DPRD darni daerah pemilihan kKecamatan yvang bersangkulan,
f. Camat;

g. LSM yang bekerja di wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
h.Para ahli/profesional yang dibutuhkan.

Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan terdiri dari persiapan dan
pelaksanaan.

Hasil Musrenbang Kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan
dan ditandatangani oleh wvang mewakili setiap unsur pemangku
kepentingan.

Pasal 61

Camat bertangeung jawab untuk menyelenggarakan Musrenbang
Kecamatan.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh
camart, setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda.

Untuk cfisiensi dan efcktifitas Musrenbang RKPD di kecamatan dapat
disclenggarakan dengan menggabungkan penyclenggaraan beberapa
Musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu wvang ditetapkan olch
Walikota.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan melalui tforum musyawarah
perencanaan poembangunan tingkat Kecamatan yang melibatkem para
seluruh  pemangku kepentingan yaitu Camat beserta unsur forum
koordinasi Kecamatan, Kepala Kelurahan/Lurah, Organisasi
Kemasyarakatan pemuda, Organisasi perempuan, Organisasi keagamaan,
tokoh masyarakat, perusahaan vwvang beroperasl di sekitar wilayah
Kecamatan.

Nara sumber vang hadir dalam Musrenbang Kecamatan meliputi:

a. Bappcda;

b. Perwakilan SKPD;

c. Kepala UPTD SKPD,

d. Anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
¢. Camal,;

f. L3M yang bekerja di wilayah kecamatan yang bersanglnutan; dan

g. Para ahlifprofesional yang dibutuhkan.

Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari persiapan dan
pelaksanaarn.

Hasill Musrenbang Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan
dan ditandatangani oleh wvang mewakili setiap unsur pemangku
kepentingan.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamalan dilaksanakan paling lambert minggua
ke dua pada bulan Februari.
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(9] Hasil Musrenbang RKPD Kota di Kecamartan, dituangkan dalam berita
acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan dan
ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan
yang menghadiri Musrenbang.

(10) Berita acara dijadikan secbagai bahan masukan dalam penyusunan
Rancangan Renja SKPD Kota.

Pasal 62
(1) Musrenbang RKPD diselenggarakan dan dikeordinasikan oleh Bappeda.

(2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan paling lambat Minggu
keempat bulan Maret.

(3) Musrenbang REKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan,
klarifikasi dan kesepakalan lerhadap Rancangan RKPD Kota.

(4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mencakup :

a_Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota dengan arah
kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;

b.Usulan program dan kegiatan vang telah disampaikan masyarakat
lkepada Pemerintah Daerah Kota pada Musrenbang RKPD Kota di
Kecamatan dan/atau schelum Musrenbang RKPD Kota dilaksanakan;

¢. Indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kota;

d.Prioritas pembangunan dacrah serta program dan kegiatan prioritas
daerah; dan

e. Sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi Lampung,.

(5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPID bertujuan untuk :

a. Penyempurnaan rancangsn RKPD yang memuat prioritas pembangunan
daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD bescrta
sumber pendanaannya;

b.Mcndapatkan rincian rancangan awal REKA SKPD, khususnya yang
berkaitan dengan pembangunan; dan

¢. Mendapalkan rinclan rancangan awal kerangka regulasi yang
merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong

- partisipasi masvarakat maupun lecmbaga terkait lainnya untuk mencapai
tujuan pembangunan.

(6) Musrenbang Kota dilaksunakan melalui forum musyawarah perencanaan
pembangunan daerah dengan memperhatikan masukan dari para
pemangku kepentingan tingkat Kota.

(7} Masukan dan/atau bahan Musrenbang Kota sehbagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi :

a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan;

b. Daftar nama dclcgasi Kecamatan dan para pemangku kepentingan vang
terpilih untuk mengikuti forum SKPD/lintas SKPD dan Musrenbang
Kota;

c. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun
sebelumnya;

d. Rancangan awal RKPD;

e. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memual kerangka
regulasi dan kerangka anggaran yang kegialannya sudah dipilah
berdasarkan sumber pendanaan dari APBD, APBD Provinsi, APBN
maupun sumber pendanaan lainnys;
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[. Alokasi anggaran untuk setiap SKPD dan Alokasi Dana Kelurahan; dan
g. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang mengikuti Musrenbang Kota.

(8) Peserta Musrenbang RKPD melipuil delegasi dari Musrenbang Kccamatan
dan delegasi dari forum SKPD, LSM tingkat Kota, Perguruan Tinggi
setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta wakil dari
kelompok-kclompok masyarakat yang berdomisili dalam wilayah tersebut,
keterwakilan organisasi perempuan, perusahaan yang beropcrasi di seluruh
wilayah Kota.

(9] Narasumber yang hadir dalam Musrenbang Kota meliputi:

a. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD;

b. Pejabat dari Kementerian /l.embaga tingkat Pusat dan Provinsi; dan/atau
c. Dari unsur lain terkait.

(10) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Kota terdiri dari persiapan dan
pelaksanaan,

(11} Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh yang mewalali sctiap unsur pemangku kepentingan
vang menghadiri Musrenbang.

(12) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dijadikan sebagai
bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota dan bahan masukan

untuk membahas Rancangan. RKPD Provinsi dalam Musrenbang RKPD
Prowvinsi.

Paragraf 5
Perumusgan Rancangan Akhir RKFD
Pasal 63

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
avat (2) huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang
RKDPD.

Pasal 64

(1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63, dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), memastikan prioritas
program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan
fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam Rancangan Akhir
RKPD.,

Pasal 65

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei

Paragraf 6
Penetapan RKPD

Pasal 66

(1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikols setelah RKPD  Provinsi
ditetaplkan.
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(2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Bslanja Dacrah.

(3] RKPD yang telah ditetapkan denyan Peraluran Walikota digunakan sebagai
bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(4} RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi schagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Pasal 67

RKPD yang telah ditetapkan schagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1),
dijadikan pedoman penyempumaan Rancangan Renja SKPD.

Pasal 68

(1) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang REKPD kepada
Gubernur.

(2) Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disarmnpaikan bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan
=5 Naerah tentang APBD.

BAB IX
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGHKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Paaal 69

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, memuat :
a. Program dan kegiatan;

b. Lokasi kegiatan;

¢. Indikator kinerja;

d. Kelompok sasaran;

e. Pagu indikatif; dan

{. Prakiraan maju.

Bagian Kedua
Penyusunan Renja SKPD

Pasal 70
(1) SKPD menyusun Renja SKPD.

(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan
scbagai berikut :

Persiapan penyusunan Renja SKPD;

Penynisninan rancangan Renja SKPD:

Pelaksanaan [uorum SKPD; dan

Penelapan Renja SKPD.

ot L=



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Metro
https://jdih.metrokota.go.id

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 71

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat {2) huraf a, meliputi «

Penvusunan rancanpgan pembentukan tim penyusun Renja SKPD:
Orientasi mengenai Renja SKPD;

FPenyusunan agenda Kerja tim penyusun Renja SKPD;

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
Pembentukan tentang tim penyusunan Renja SKPD ditetapkan dengan
Surat Keputusan Walikota.

R G

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 72

Rancangan Renja SKPD disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD,
Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kepiatan periode
scbclumnya serta usulan program  scria  kegiatan yang berasal dari
masyarakat.

Pasal 73

(1) Penyusunan rancangan Renja SKPD sachagaimana dimaksud dalam Pasal
71 ayat (2] hurul b, dengan sistematika sebagai berikut :

. Pendahuluan;

. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

.Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan
pencapaian Renstra SKPD;

- Dana indikatif beseria sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan
pagu indikatif;

{. Sumber dana wyang diburuhken untuk menjalankan program dan

kegiatan; dan
g. Penutup.

(2] Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.

on oD

]

Paragraf 3
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 74

(1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD
sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 74 ayat (2), dalam forum SKPD.

(2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup :
a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang
Kecamatan;



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Metro
https://jdih.metrokota.go.id

b. Pengjaman indikator dan target kinerja program dan Kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD;

c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi
pclaksanaan dan optimalisasl pencapaian sasaran sesual dengan tugas
dan fungsi masing-masing SKPD; dan

d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan

pagu indikatif untuk masingmasing SKPD, scsuai dengan Surat Edaran
Walikota.

Pasal 75

(1) Pescria forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta Musrenbang
Kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak vang langsung atau tdak
langsung mendapalkan manlaat alau dampak dan program dan kegiatan
sesual dengan tugas dan fungsi SKPD.

{2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkail dengan tugas dan fungsi
SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum
SKPD.

(3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD
sckalisus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi,
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.

4] Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir
bulan Februarn.

{3) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita
acara kesepakatan hasil forum SKPD.

Paragraf 4
Penetapan Renja SKPD

Pasal 76

(1) Berita acara Lkesepakatan hasil forum SKPD dijadikan bahan
pcnycmpurnaan rancangan Renja SKPD.

(2) Kepala BSKPD menyampaikan rancangan Renja BSKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda scbagai bahan
penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

{3) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2). paling lambat minggu pertama bulan Maret

Pasal 77

{1} Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai
dengan RKPD kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan dalam
benluk Keputusan Walikota.

(2) Penetapan Keputusan Walikola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
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(1)

BAB X
PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan rtencana pembangunan dacrah disusun berdasarkan
pendckatan Kinerja.

(2) Pendanaan rencana pembangunan disusun untuk tahun yang

(1)

(2)

(3)

(1]

(2)

(1]

(2)

(1)

()

(3)

(4)

direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 79

Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD Kota, APBD
Provinsi, APBN, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.

Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif.

a. Plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun rencana:
b. Plafon indikatif per SKPD; dan

c. Pagu Wilayvah Kecamatan [PWEK).

Plafon indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi
yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama
pembangunan daerah.

Pasal 80

Plafon indikatif program prioritas RPJMD merupakan alokasi dana APBD
untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD.

Plafon indikatif program prioritas RP.JMD mengacu pada Indikator Kinerja
Utama (IKU) RPJMD.

Paszal 81

Plafon Indikatif SKPD vaitu alokasi dana APBD untuk SKPD yang
ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan
fungsi scria target kinerja dalam RPJMD.

Plafon indikatif SKPD diletapkan dengan Surat Kepulusan Walikota
schagai dasar penyusunan RKPD dan Renja SKPD,

Pasal 82

Pagu Wilayah Kecamatan yaitu alokasi dana APBD yvang bertujuan untuk
pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan guna mendukung
percepatan pembangunan.

Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan ditetapkan berdasarkan variabcl utama
yaitu luas wilayah, jumlah Kelurahan/Kclurahan, dan jumlah penduduk,
serta variabel lain.

Penentuan variabel lain, penghitungan alokasi, dan tata cara penggunaan
Pagu Wilayah Kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota setelah
dikonsultasikan dengan DPRD.

Konsultasi pengaturan Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayal (3] dilakukan paling lambat akhir Januari tahun n-1 dan/atau
sebelum pelaksanaan Musrcnbang RKP'D Kola di Kecamatan.
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Pasal 83

(1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang
dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun
berdasarkan :

a, Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangke menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu;

b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

¢. Urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai
dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atan urusan
pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

(2) Pendeckatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa
program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil
vang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk
melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan
yvang ditetapkan.

(3) Kerangka pengeluaran jangka menengah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan
prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspcktif pcnganggaran lebih
dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun
berikutnya yvang dituangkan dalam prakiraan maju.

(4] Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayal.
(1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan
kegiatan  yang  direncanakan, merupakan satu  kesatuan  proses
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat,
untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegialan
pembangunan Daerah.

(5) Pagu indikatil schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan
jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan
vang penghilungannya berdasarkan standar satuan harga vang ditetapkan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{6) Mcngacu pada Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan
kegiatan, harus berpedoman pada rencana perncapaian Standar Pelayanan
Minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan vang
disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 84

(1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi
kebijakan percncanaan pecmbangunan jangka panjang, jangka menengah
dan tahunan daerah.
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(2) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana
pembangunan Daerah di Kota dan dilaksanakan oleh Bappeda.

(3] Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD
dilakukan oleh kepala SKPD sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal BS

(1) Pengendalian schagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), meliputi
pengendalian terhadap :
a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

[2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak
lanjul penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan
kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(3) Pemantauan pelaksanaan program danfatau kegiatan oleh SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target,
penyverapan dana dan kendala yang dihadapi.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 86

(1) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) meliputi;
a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c. Hasil rencana pembangunan daerah.

(2} Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pclaksanaannya
dilakukan oleh Kepala Bappcda untuk capaian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

BAB XII
PARTISIPASI MASYARAEAT

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Pagal 87

Setiap individu maupun kelompok masyarakatr mempunyai kewajiban
berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pelestarian hasil-hasil pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 88

(1] Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 mchput:
a. Pendataan penduduk miskin secara partisipatif di wilayahnya;
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(3

{1

(2)

(1)

b. Mengidentifikasi akar penyebab terjadinya masalah di masyarakat
khususnya penyebab kemiskinan di daerah;

c. Menggali potensi yang dimlilka masyarakat untuk mendukung
penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di wilayahnya;

d. Menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialam
masyarakat untuk dikaji menjadi agenda pricritas pembangunan daerah,

e. Menyampaikan usul, saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas
pembangunan daerah; dan

f. Mengikuti secara aktf proses pengambilan keputusan prioritas
pendanaan kegialan pembangunan daerah melalui mekanizsme langsung
ataul perwakilan. (2) Penyampaian masalah-masalah dan usul saran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disertai dengan
alasan-alasan vang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan mekanisme penyaluran aspirasi publik melalui proses
Musrenbang secara berjenjang.

Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:

a. Forum pengkajian masalah dan potensi tingkat kelompok masyarakat;
b. Forum penggalian gagasan lingkal Lingkungar;

¢. Musrenbang tingkat Kelurahan;

d. Musrenbang tingkat Kecamatan;

e. Forum SKPD tingkat Kota; dan

f. Musrenbang tingkat Kota,

Cuna meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan
maka Musrenbang tingkat Kelurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus
Perempuan di tingkat Kelurahan.

Pasal 89

Pemerintah Dacrah melalui SKPD memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan
pembangunan.

Pemberian Kesempatlan sebagaimana dimaksuwd pada ayat (1) dilakukan

dengan cara :

a. Merespon, menilai, dan mengevaluasi apgenda pembangunan yang
diusulkan  masyarakal melalui forum  musyawarah  tingkat
Kelurahan/kelurahan, kecamatan, dan Kota sesuai dengan dokumen
REPJM Kelurahan dan RKP Kelurahan tahun berjalan;

b. Mengakomedinir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbang
kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing
SKPD pada forum Musrenbang Kota sesuai dengan persyaratan teknis
dan fungsi SKPD; dan

¢c. Menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi
agenda prioritas pembangunan dacrah pada forum Musrenbang Kota.

Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 90

Pemerintah Dacrah melalui SKPD mendorong partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan daerah.
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{2) Partisipasi masyarakat dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan secara
aktif seluruh komponen masyarakat serta efektifitas pelaksanaan
pembangunan daerah.

(3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah
yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat
berbentuk tenaga, pikiran, material, dan non material yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan/kelurahan.

(4) Besuran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan

Pasal 91

Pengawasan pembangunan Kelurahan/kelurahan dilakukan olch seluruh
pemangku kepentingan Kelarahan/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh
agama, dan masyarakat umum.

Pasal 92

(1) Pemerinlah  Daerabh  berkewajiban  melakukan  pengawasan  atas
pelaksanaan kegiatan pembangunan.

(2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal cleh SKPD
yvang bersangkuian dan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kota,
serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya vang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

Pasal 93

(1) Partisipasi masyarakal dalam pelestarian hasil pembangunan dilakukan
dengan membentuk timm pelestarian di tingkat keharahan.

(2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuali dengan kemampuan
masvarakat vang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan
hasil pembangunan yang ielah dikcrjakan baik oleh masyarakat maupun
pihak ketiga.

Pasal 94

{1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan
pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber
dari dana hibah yang discrahkan kepada masyarakat Kelurahan/kelurahan
maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD terkait.

(2) SKPD terkait berkcwajiban melakukan monitoring dan evaluasi proscs
pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilakukan oleh
masyarakat.
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(1)

(2]

(3)

(4

(1)

(2)

(1)
= (2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Keenam
Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 95

Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat
berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim
monitering dan evaluasi di tingkat kelurahan.

Tim monitering dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum
musyawarah di tingkat Kelurahan /kelurahan.

TPK scbagai pengelola dana  hibah wajib  membuat laporan
pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun
kepada SKPD penyalur dana hibah.

Pasal 96

Pemerintah Daerah berkewajiban melskukan monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan pcmbangunan secara berjenjang dari kelurahan, kccamatan,
dan daerah.

Pelaksanaan monitoring dan cvaluasi schagaimana dimaksud pada ayart (1)
dilakukan secara periodik dan/atau insidentil,

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Peranan dan Fungsi Walikota

Pasal 97

Walikota menyelenggarakan dan bertangpung jawab atas perencanaan
pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Walikota
dibantu oleh Bappeda.

Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Peranan dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan

Pasal 98

Peranan dan keterlibatan DPRD dalam Musrenbang dan proses
perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan tugas dan fungsi
DPRD.

Dalam menentukan jadwal masa reses DPRD perlu disinkronisasikan
dengan jadwal waktu Musrenbang dan kalendar perencanaan dan
penganggaran daerah sehingga DPRD dapat berkontribusi aktif dan efektif
dalam Musrcnbang pada saat kcgiatan terscbut dilaksanakan.
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{(3) Peranan dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada avyat (1) meliputi:

a

- Pokok-pokok pikiran hasil dari Jaring Aspirasi Masyarakat, Kunjungan

Kerja dan reses disampaikan sebelum dan/atau pada saat penyusunan
rancangan awal RKFD;

.Tkut serta dan berperan aktif dalam diskusi, pcninjauan, dan evaluasi

usulan masyarakat dalam setiap pembahasan penyusunan dokumen
rencana dan penganggaran;

- Menyampaikan aspirasi masyarakat yang dituangkan ke dalam

dokumen berita acara Musrenbang;

. Memastikan konsistensi antara program dan anggaran tahunan daerah

dengan prioritas nasional dan provinsi dan antara prioritas sektoral
dengan alokasi anggaran;

- Mcmastikan bahwa Musrenbang menerapkan standar konsultasi publik

scsual dengan aturan dalam Peraturan Daerah ini; dan

. Mencermati kebutuhan pengembangan regulasi untuk dimasukkan

dalam Renja DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan
kegiatan yang diprioritaskan di Musrenbang.

Bagian Ketiga
Peranan Perusahaan dalam Musrenbang

Pasal 99

(1) Peranan dan fungsi Perusahaan dalam Musrenbang, antara lain meliputi :
a. Mengidentifikasi usulan kegiatan masyarakat yang dapat didanai dengan

(2

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di sekitar wilayah kerja
perusahaan;

- Menyampaikan rencana kegiatan kepada Pemerintah Daerah Kota dan

DPRD setiap bulan Januar pada tahun berjalan sebagai bahan
sinkronisasi program dan kegiatan di dacrah,;

.Kegialan yang akan didanai melalui Program Tanggungjawab Sosial

Perusahaan, wajib mendapat persetujuan dalam Musrenbang RKPD
Kota;

.Terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan melalui program Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan; dan

. Pelaporan kegiatan dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah sesuai

dengan peraluran lenlang anggungjawab sosial perusahaan,

Ketentuan lebih lanjut tentang definisi, klasifikasi, dan peranan dan fungsi
pcrusahaan dalam Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Peranan Masyarakat dalam Musrenbang

Fasal 100

Peranan Masyarakat dalam Musrenbang, meliputi:

Bertanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan masyarakat di
linglkkungannya;

Terlibat aktif pada Musrenbang dalam rangka mencermati program
pembangunan masyaralkat vang bersifat agpiratil dan prioritas; dan
Melaksanakan program pembangunan masyarakat yang bersifat aspiratif
dan prioritas.

a.

h:

C.
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Pasal 101

Peranan masing-masing pemangku kepentingan dalam menyampaikan
aspirasi masyarakat pada Musrenbang mengikuti agenda dan judwal kegiatan
yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku.

BAB XIV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 102

(1) Perubahan RP.JPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan dalam kondisi :

a. Hasil pengendalian dan  evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan
rencana pembangunan dacrah yang diatur dalam Peraturan vang
berlaku;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak scsuai dengan Peraturan Daerah ini;

c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d. Merugikan kepentingan Daerah.

[2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf c,
mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan polilik, krisis
ekonormi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemckaran daerah
atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 103
RPJPD dan RP.JMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 104

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD Lerjadi perubahan capaian sasaran

tahunan ftetapi tidak mengubah target pencapajan sasaran akhir

pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan REJPD
S dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 105

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
dalam tahun berjalan.

{(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), seperti :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekaonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan Nasional;

b.Keadaan yang menyebabkan salde anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

¢. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

Pasal 106
(1) Perubahan RKPD ditctapkan dengan Peraturan Walikota.
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(2) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubashan RKPD

(2)

(3]

kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraluran
Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi
dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri,

BAB XV
SANKSI

Pasal 107

SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan
dapat dikenakan sanksi berupa -

a.Penundaan pencairan dana untuk triwulan berikutnya;

b.Pengurangan alokasi dana untuk anggaran tahun berikutnya.

Pengenaan sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana
yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini,

Tata cara pemberian sanksi dan penenluan besaran pcngurangan alokasi
dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Mefro

Ditetapkan di Metro |
Pada Tanggal & Me 2016

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

!

Pada Tanggal 1B Mey 2016
SEERETARIS EOTA METRO,

ISHRK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR..C.J

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINST LAMPUNG; (9/MTR/ 2016}
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR .5 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Pclaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah mengemban 2 (dua) misi utama di dalamnysa.
Pertama, tereiptanya penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah vang
partisipatif. Kedua, pemerataan pembangunan di scluruh daerah dengan
mengoptimalkan kemampuan, prakarsa, kreativitas, inisiasi dan partisipasi
masyarakat, serta kemampuan untuk mengurangi dominasi pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan dengan prinsip-prinsip good governance.

Proscs pembangunan yang baik sclalu diawali dengan perencanaan yany
matang, baik dari aspek mekanisme, proses, sistem maupun substansi. Maka
berkaitan dengan mekanisme, pilihan terhadap perencanaan dari bawah
(bottom-up planning) maupun perencanaan dari atas (top-down planning)
adalah untuk mencapai sebuah proses perencanaan yang partisipatii (dalam
penentuan kebuluhan masyarakat) dan substansial (jenis kcbutuhan secara
nyata yang diperlukan masyarakat), sehingga dalam mekanisme, baik dari
bawah maupun dari atas sesungguhnya mcrupakan proses agregatif (hasil
kesepakatan bersama) yang harus sccara konsisten dipatuhi dan menjadi
pijakan dalam setiap proses berikutnya. Prinsip dasar inilah vang menjadi
taruhan, apakah proscs perencanaan dari tingkat Kelurahan, kemudian
kecamatan sampai Kota/kota tetap konsisten. Schingga dalam makna lain,
hilangnya mata rantai [missing link} hasil perencanaan dari bawah tethadap
keputusan penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah karena adanya
pihak-pihak yang tidak konsisten dan paluh atas kesepakatan yang telah
dihasilkan. Dalam konteks ini, dapat pula dibaca bahwa proses perencanaan
sistem pembangunan yang di bangun dari bawah rawan terhadap distorsi
melalui proses politik yang tidak demokratis. Maka komitmen dan niat baik
(good willl dari seluruh stakeholders perencanaan pembangunan mutlak
diperiukan.

Konsep sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Metro yang
partisipatif akan mengintegrasikan keinginan dari penyelenggara Pecmerintahan
Daerah Kota Metro dengan masyarakatnya. Adanya integrasi dari berbagai
keinginan yang ada tersebut akan menghasilkan keselarasan dan keterpaduan
antara komitmen dan persepsi dari segi perencanaan pembangunan. Secara
sosiologis dijalankennya proses sistem perencanaan pembangunan secara
partisipatif, transparan dan akuntabel maka ada 4 (empat) hal utama yang
dapat diperoleh, yakni:

Pertama masyarakal akan Dberperan aklil di dalam proses

pembangunan;

Kedua mendorong kemandirian di tingkat Kelurahan:



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Metro
https://jdih.metrokota.go.id

Ketiga menjalin  koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah
Daerah EKota Kota Mectro dengan struktur pcmerintah di
bawahnya maupun Pemerintah Daerah Kota Kota Metro
dengan masyarakat sctempat; dan

Keempat menghasilkan suatu pembangunan yang mampu menjawab
kebutuhan masyarakat Kota Metvo.

Peraturan Daerah Kota Metro tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah  diharapkan dapat menjawab permasalahan prioritas dan
menyelesaikan isu-isu strategis dalam rangka meningkatkan pembangunan
melalui sistem  perencanaan pembangunan vang partisipatif, baik yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJIPD],
Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
. Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Culkup jclas
Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud Transparan adalah membuka diri terhadep halk
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyclenggaraan negara dengan iclap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia negara.
Huruf b
Yang dimaksud Responsif adalah dapatl mengantisipasi berbagai
potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
Huruf e
Yang dimaksud Efsicn adalah pencapaian keluaran tertentu
dengan masukan terendah atau masukan tercndah dengan
keluaran maksimal.
Hurufd
Yang dimaksud Efektif adalah merupakan kemampuan mencapai
target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau
proses, yang paling optimal.
Hurufl e
Yang dimaksud Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir
dari perencanaan pembangunan daerah  harus dapat
dipertanggungjawabkan Kkcpada rakyat scbagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara, se suai dengan ketentuan peraturan
perundangundangar.
Huruf f
Yang dimaksud Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat
untuk terhbat dalam setiap proses tahapan perencanaan
pembangunan daerah dan bersifat terbuka.
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Huruf g
Yang dimaksud Terukur adalah penetapan target kinerja yang
akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
Huruf h
Yang dimaksud Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan
antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
Huraf i
Yang dimaksud Berwawasan Lingkungan adalah untuk
mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus
menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjamin

keberlanjutan sumber daya alam.
Pasal 6

Cukup jclas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Hurul ¢, SPM adalah singkatan dari Standar Pelayanan Minimal yaitu
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
2 ull”l;SEul wajib dacrah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
S
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pagal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pagal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Culaup jelas.
Pasal 22
Culoup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
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Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Paszal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Culcup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Culup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jclas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Masal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Culaup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Culzup jelas
Pasal 48
Culaup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
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Pasal 51
Huruf f
Yang di maksud dengan aspirasi masyarakat melalui DPRD adalah
hasil reses, hearing dengan masyarakat serta kunjungan-
kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh anggota DPRD dan
yang selaras dengan visi misi pemerinwh
Pasal 52
Culkup jeclas.
Paszal 53
Culcup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 537
Cultup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
2 Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 658
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Huruf b
Yang dimulssud lokasi kegiatan adalah bahwa program dan
kegiatan pada Renja SKPD harus jelas lokus kegiatannva dengan
menunjuk  kecamatan, Kelurshan dan  atau  Lingkungan,
berdasarkan usulan hasil musrenbang.
Huruf ¢
Yang dimaksud indikator kinerja adalah program dan kegiatan
pada Renja SKPD harus secara jelas mencantumkan indikator
kinerja sekurang-kurangnya meliputi indikator keluaran {output)
dan hasil (outcome),
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Pasal 71
Cukup jelas.
I"asal 72
Cukup jelas,
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jclas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayal (4]
Yang dimaksud dengan Januari tahun n-1 adalah bulan Januari
tahun perencanaan,
Pasal 84
Cukup jclas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Paeal 86
Cukup jclas
Pasal 87
Culkup jelas.
Paszal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas,
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Culup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
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Pagal 96
Cukup jelas.
Pazal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Culkoup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Fasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.



